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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 37/PMK.04/2013
TENTANG
TOKO BEBAS BEA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa ketentuan mengenai Toko Bebas Bea telah
diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor
128/KMK.05/2000 tentang Toko Bebas Bea,;

. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat
Penimbunan Berikat, perlu dilakukan penyesuaian
terhadap ketentuan mengenai Toko Bebas
sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut dalam huruf a dan huruf b, serta dalam
rangka melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat
Penimbunan Berikat, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Toko Bebas Bea;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3262), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
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Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4893);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa Kkali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4661);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang
Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4755);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009
tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4998);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TOKO

BEBAS BEA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2007.

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi
wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-
tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang
di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di
pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk
lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan
yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk
menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan
penangguhan bea masuk.

Toko Bebas Bea adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun
barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk dijual
kepada orang tertentu.

Penyelenggara Toko Bebas Bea sekaligus Pengusaha Toko Bebas Bea
yang selanjutnya disebut dengan Pengusaha TBB adalah badan hukum
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan
menimbun barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean
untuk dijual kepada orang tertentu.

Ruang Penimbunan adalah bagian dari Toko Bebas Bea berupa ruang
yang dimiliki/dikuasai oleh Pengusaha TBB untuk:

a. menimbun atau menyimpan barang asal impor dan/atau barang
asal tempat lain dalam Daerah Pabean; dan
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b. tempat dilakukannya pemeriksaan fisik oleh Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai.

9. Ruang Penjualan adalah bagian dari Toko Bebas Bea berupa ruang
yang dimiliki/dikuasai oleh Pengusaha TBB untuk:

a. menjual; dan/atau
b. menyerahkan,

barang asal impor dan/atau barang asal tempat lain dalam Daerah
Pabean.

10. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

12. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan
Undang-Undang Kepabeanan.

13. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan
tugas tertentu sesuai Undang-Undang Kepabeanan.

14. Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya disingkat PDRI adalah
Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
(PPNBM), dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

Pasal 2

(1) Toko Bebas Bea merupakan Kawasan Pabean dan sepenuhnya berada
di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(2) Dalam rangka pengawasan terhadap Toko Bebas Bea sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan pabean.

(3) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang.

(4) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
secara selektif berdasarkan manajemen risiko.

Pasal 3
Toko Bebas Bea dapat berlokasi di:

a. terminal keberangkatan bandar udara internasional di Kawasan
Pabean;

b. terminal keberangkatan internasional di pelabuhan utama di Kawasan
Pabean;

c. tempat transit pada terminal keberangkatan bandar udara
internasional yang merupakan tempat khusus bagi penumpang transit
tujuan luar negeri di Kawasan Pabean;
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d. tempat transit pada terminal keberangkatan di pelabuhan utama yang
merupakan tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar negeri
di Kawasan Pabean; atau

e. dalam kota.
Pasal 4
(1) Toko Bebas Bea harus mempunyai:
a. ruang penimbunan; dan
b. ruang penjualan.

(2) Untuk Toko Bebas Bea yang berlokasi di bandar udara internasional
dan pelabuhan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
sampai dengan huruf d, Ruang Penimbunan dapat berada tidak satu
lokasi dengan Ruang Penjualan.

(3) Untuk Toko Bebas Bea yang berlokasi di dalam kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, Ruang Penimbunan dan Ruang
Penjualan harus berada dalam satu lokasi Toko Bebas Bea.

(4) Ruang Penimbunan yang berada tidak satu lokasi dengan Ruang
Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berada di
kawasan bandar udara atau pelabuhan utama lokasi Ruang Penjualan
yang bersangkutan.

(5) Perpindahan barang dari Ruang Penimbunan ke Ruang Penjualan yang
lokasinya terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan menggunakan
formulir mengenai perpindahan barang.

(6) Atas barang yang telah dibeli di Toko Bebas Bea harus diserahkan di
Ruang Penjualan.

BAB |1
PENDIRIAN TOKO BEBAS BEA
Pasal 5

(1) Di dalam Toko Bebas Bea dilakukan penyelenggaraan Toko Bebas Bea
dan pengusahaan Toko Bebas Bea.

(2) Penyelenggaraan Toko Bebas Bea dan pengusahaan Toko Bebas Bea
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengusaha TBB.

Pasal 6

(1) Penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan pemberian izin sebagai
Pengusaha TBB untuk jangka waktu tertentu ditetapkan oleh Direktur
Jenderal atas nama Menteri.

(2) Penetapan dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling
lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang oleh Direktur Jenderal atas
nama Menteri.


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

